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ABSTRAK 

 

Sistem perbankan termasuk koperasi di Indonesia pada dasarnya menerapkan prinsip 

kehati-hatian dalam pembiayaan atau pemberian pinjaman, tidak terkecuali pada BMT Nurul 

Ummah Klaten. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menghindari resiko 

pembiayaan seperti kredit macet. BMT Nurul Ummah Klaten yang pada dasarnya 

menerapkan prinsip kehati-hatian yang mencakup 5C yaitu Charakter, Capacity, Capital, 

Collateral, dan Condition Of Economic, masih mengalami kredit macet, bahkan dari hasil 

penelitian di lapangan terjadi peningkatan kredit macet pada tahun 2014-2015. Kredit macet 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari pihak intern karena terbatasnya sumber daya 

manusia dan keterbatasan pada jumlah pegawai di BMT Nurul Ummah Klaten sedangkan 

dari pihak ekstern sendiri yaitu karakter dari nasabah/mitra yang berubah yang mana ketika 

proses pemberian pembiayaan sudah layak dibiayai sesuai dengan prinsip 5C namun ketika 

masa pembayaran angsuran pihak nasabah banyak yang tidak sesuai dengan hasil survei yang 

diharapkan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan 

prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten.  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field 

research), dengan pendekatan yuridis empiris. Kemudian untuk teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara secara langsung baik dengan pihak BMT maupun nasabah, 

dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang 

mana ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala 

yang berlaku. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa di BMT Nurul Ummah Klaten sudah menerapkan 

prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha 

Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang 

Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, namun 

dalam penyaluran dana kepada nasabah/mitra, BMT Nurul Ummah juga tidak 

mengenyampingkan hati nurani untuk membantu masyarakat khususnya bagi yang tidak 

mampu dan membutuhkan modal dalam usahanya. 

 

Kata kunci: Koperasi, Baitul Maal Wa Tamwil, Prinsip Kehati-hatian, Pembiayaan. 











MOTTO 

“ Jarrib walahidz takun a’rifan” 
- Cobalah dan perhatikanlah, niscaya engkau akan jadi orang tahu. 

- Tak ada musuh yang paling besar dan paling berbahanya kecuali hawa 

nafsu kita sendiri. 
(Michel Jhordan) 

- Aku bisa menerima kegagalan, stiap orang pernah gagal dalam suatu, tapi aku 

bisa menerima kemauan untuk mencoba 

(Elvis Prasley) 

- Stiap orang bodoh bisa mengkritik, mengutuk dan mengeluh, dan 

kebanyakan orang bodoh begitu. 

 



viii 

 

KATA PENGANTAR 

 

  اله الالا هد أنشين ، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، أمرب العال لله دحمال

 مم صل وسل، اللّهلانبي بعده هشريك له وأشهد أن محمداعبده ورسول وحده لا الله

 عدا بمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أمحم اعلى سيدن

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menjalankan 

kewajiban sebagai mahasiswi untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan strata 

satu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasullullah 

SAW yang telah menolong manusia dari masa yang penuh kebodohan kepada 

masa yang berhias ilmu dan iman sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang 

lurus dengan berpegang pada syariat Islam yang telah disampaikan. 

Proses penyusunan skripsi ini penuh dengan hambatan yang membuat 

penyusun harus bekerja keras dan selalu semangat pantang menyerah dalam 

pengumpulan data-data yang sesuai dengan tujuan dan fungsi dari penelitian yang 

dilakukan, selain itu dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, 

penyusun menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



ix 

 

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan 

selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan 

kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu 

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi 

Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan 

membimbing dalam proses penyusunan. 

5. Bapak Mansur, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritikan yang membangun 

selama proses penyusunan. 

6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan 

pengetahuan dan wawasan untuk penyusun selama menempuh pendidikan di 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

7. Bapak dan ibuk yang selalu mendoakan penyusun dan selalu mendukung dan 

mendorong penyusun selama proses penyusunan skripsi sehingga menjadi 

penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Mbk dan adik yang selalu mendorong dan memotivasi penyusun untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman yang penyusun tidak dapat sebutkan satu persatu, yang 

menemani perjalanan penyusun dibangku pendidikan, semoga kita selalu 

diberi kemudahan kedepannya untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. 



x 

 

10. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi atau bantuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT memberikan balasan 

atas semua yang diberikan. Amin… 

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan 

kesalahan, namun besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak, dan semoga melalui tulisan ini banyak yang penyusun sumbangkan 

untuk Bangsa dan Negara Indonesia tercinta ini, Amin… 

 

     Yogyakarta, 01 Juni 2016 

 

BAIHAQY PRIANTO ADI 

NIM: 12340045 

 



xi 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL   ....................................................................................   i 

ABSTRAK  .....................................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  ........................................................       iii 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI  ....................................................       iv 

HALAMAN PENGESAHAN  .......................................................................       vi 

HALAMAN MOTTO  ...................................................................................      vii 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................     viii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................       xi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  ..........................................................  1 

B. Rumusan Masalah ....................................................................      10 

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian ..............................................      10 

D. Telaah Pustaka  ........................................................................      11 

E. Kerangka Teoretik  ...................................................................      14 

F. Metode Penelitian ....................................................................      31 

G. Sistematika Penelitian  .............................................................      35 



xii 
 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP KEHATI-

HATIAN DALAM PEMBIAYAAN KREDIT 

A. Prinsip Kehati-hatian  ...............................................................      37 

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian........................................      37 

2. Dasar Hukum Penerapan Prinsip Kehati-hatian .................      37 

B. Pembiayaan  .............................................................................      42 

1. Pengertian pembiayaan ......................................................      43 

2. Unsur-unsur Pembiayaan ...................................................      45 

3. Jenis-jenis Pembiayaan ......................................................      46 

4. Perbedaan Kredit dan Pembiayaan.....................................      47 

5. Analisis Prinsip Pembiayaan ..............................................      48 

6. Prosedur Pembiayaan .........................................................      50 

BAB III GAMBARAN UMUM KSU BMT NURUL UMMAH 

KLATEN 

A. Profil KSU BMT Nurul Ummah  .............................................      54 

1. Latar Belakang Pendirian  ..................................................      54 

2. Visi dan Misi  .....................................................................      55 

3. Manajemen dan Personalia  ...............................................      56 

4. Sistem dan Produk  ............................................................      57 

B. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Di KSU BMT Nurul 

Ummah  ....................................................................................      61 

1. Persyaratan Calon Mitra Pembiayaan  ...............................      61 



xiii 
 

2. Mekanisme Pemberian Pembiayaan  .................................      63 

3. Memorandum Pembiayaan ................................................      65 

4. Pengendalian Resiko Pembiayaan  ....................................      66 

5. Monitoring  ........................................................................      68 

BAB IV PRINSIP KEHATI-HATIAN DI KSU BMT NURUL 

UMMAH KLATEN : IMPLEMENTASI 

A. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian 

Pembiayaan Kredit Di BMT Nurul Ummah Klaten  ...............      70 

B. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan  Usaha Kecil Dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 

21/Per/M.KUKM/XI/2008  Tentang Pedoman Pengawasan 

Koperasi Simpan Pinjam  Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.      81 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  .............................................................................      89 

B. Saran  ........................................................................................      90 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................      92 

LAMPIRAN  

 



1 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat 

dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam 

lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai. Pembangunan nasional yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh 

masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan 

pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta 

menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.
1
Dalam menunjang 

pembangunan nasional, kegiatan ekonomi menjadi aspek yang cukup penting, 

sebagaimana tujuan darikegiatan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran 

masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) 

yang berbunyi: 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan.
2
 

                                                 
1
 Indonesia, Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, UU No. 20 

Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Penjelasan Umum. 

2
Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa produksi dikerjakan oleh 

semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilik anggota-anggota 

masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran 

orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pembangunan  perusahaan yang sesuai 

dengan itu ialah koperasi.
3
 

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat, 

karena bisnis perbankan dianggap cukup menjanjikan keuntungan besar apabila 

dikelola secara baik dan hati-hati. Untuk itu saat ini banyak koperasi atau 

perbankan yang bermunculan, apalagi dengan perkembangan ekonomi Islam di 

Indonesia yang cukup pesat, sehingga sangat berpengaruh pada perkembangan 

ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ekonomi adalah salah 

satu kegiatan muamalah yang telah diatur dalam syariah. Jasa lembaga keuangan 

syariah merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga 

keuangan syariah sebagai penunjang kegiatan perekonomian sangat mutlak 

adanya. Lembaga keuangan syariah sebagai perantara unit yang mempunyai 

kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana.
4
Dengan berdirinya lembaga-

lembaga keuangan yang secara teknis menerapkan prinsip syariah merupakan 

salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi yang baik dalam skala mikro 

maupun makro. Lembaga keuangan yang bisa dilihat dari segi kedudukan dan 

                                                 
3
Arifin Sitio, Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik, (Jakarta: erlangga sinopsis, 

2001), hlm. 128.  

4
Warkum Sumitro, Asas –Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Jakarta: 

Raja Grofindopersada,1996), hlm. 49. 
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perannya ialah, lembaga-lembaga keuangan syariah sejenis, Baitul Maal Wa 

Tamwil (selanjutnya disebut BMT), Asuransi Syariah Tafakul di Indonesia, Bank 

Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah dan 

muamalat yang memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memberi 

peran yang lebih maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi nasional.
5
 

Dengan begitu semakin berkembangnya perekonomian, maka akan 

dirasakan perlu adanya sumber-sumber penyediaan dana untuk membiayai segala 

macam kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi Kredit Islam atau Baitul 

Maal Wa Tamwil (BMT) adalahsalah satupenyedia pembiayaan mikro (usaha 

kecil) di Indonesia yang cukup berkembang. BMT merupakan upaya 

pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para 

anggota komunitas Islam. Organisasi pembiayaan usaha kecil ini biasanya 

beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil (termasuk berbagi kerugian) dan 

menggunakan nilai-nilai moral Islam dan solidaritas kelompok sebagai modal 

sosial guna mendorong pembayaran pinjaman. Solidaritas kelompok dibangun 

melalui rapat-rapat dan konsultasi-konsultasi berkala. Tidak jarang BMT sendiri 

juga menjalankan bisnis eceran untuk mendukung skema pembiayaan usaha 

kecil.
6
 

 

                                                 
5
Deni K.Yusuf, Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank 

Islam: Instrumen lembaga keuangan syari’ah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 135. 

6
Minako Sakai, Kacung Marijan, „Community Development through Islamic, (Australian 

National: Crawford School of Economics and Government, t.th), hlm.1. 
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Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015, bahwa: 

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan 

prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan 

yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah. Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan 

mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai 

dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, 

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari mitra/calon 

mitra.
7
 

 

Selain itu dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 21/PER/M.KUKM/XI/2008 Tentang 

Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam 

Koperasi, yaitu:  

Pelaksanaan kebijakan pengendalian resiko berdasarkan asas-asas 

pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip 

kehati-hatian serta pemberian pinjaman yang benar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha 

yang cermat, watak dan kemampuan anggota dan calon anggota 

peminjam, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai 

jaminan.
8
 

 

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, juga diatur 

mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yaitu termuat dalam Pasal 2, yang 

menyatakan bahwa: 

                                                 
7
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 16 

/Per/M.KUKM/IX/2015  hlm. 19. 

8
Pasal 13 (g) Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan  Usaha kecil dan menengah  

Republik indonesia  Nomor:   21/per/m.kukm/xi/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi 

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 
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Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 

demokrasi, ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
9
 

 

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis 

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan 

nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
10

 

 

Selain peraturan di atas, terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada 

BMT sebagai koperasi juga secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 

17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian yaitu bahwa
11

: 

1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. 

2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib 

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. 

3. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib 

menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan 

kepentingan penyimpan. 

4. Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai 

kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. 

 

Penerapan prinsip kehati-hatian di BMT juga dikuatkan oleh Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan 

bahwa: 

Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 

menerapkan prinsip kehati-hatian.
12

 

 

                                                 
9
Pasal 2Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

10
Pasal 8 ayat (1)Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

11
Pasal 93Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. 

12
Pasal 35 (1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk 

mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. Dukungan kontrol 

terhadap aktivitas perbankan dan Bank Indonesia dengan kewajiban 

melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka 

menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan 

menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri. 

Selanjutnya, keterkaitan antara prinsip kehati-hatian dan pembiayaan 

sebagaimana yang diketahui bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni 

funding atau penghimpunan, dan financing atau pembiayaan. Prinsip utama dalam 

manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat 

menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap BMT itu sendiri karena BMT pada prinsipnya merupakan 

lembaga amanah (trust), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukan sikap 

amanah tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan BMT harus memiliki 

kemampuan dalam menyalurkan dananya, karena hal ini sangat mempengaruhi 

tingkat performance lembaga. Untuk itu pengalokasian dana BMT harus 

memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
13

 

1. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya; 

2. Lancar, atrinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat; 

3. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapat 

maksimal; 

                                                 
13

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press 

Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2004, hlm. 149. 
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4. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha halal, baik dari 

tinjauan hukum positif maupun agama; 

5. Diutamakan untuk pengembalian usaha ekonomi anggota. 

Kemudian, perlu diketahui bahwa pembiayaan merupakan usaha yang 

ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk 

pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha 

kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Sebagai lembaga 

keuangan syariah yang bergerak memberikan bantuan pembiayaan, BMT tidak 

berposisi sebagai nirlaba yang tidak menuntut pengembalian pembiayaan. 

Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT umumnya menetapkan 

suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi mitra/calon mitra atau para pengusaha 

yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT. Ketentuan teknis tersebut 

berisikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak BMT kepada mitra yang 

mengajukan pembiayaan.
14

 

Berdasarkan  Undang-undang  Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu Pasal 1 ayat 

(12) berbunyi:  

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
15

 

                                                 
14

Deni K.Yusuf, Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank 

Islam: Instrumen lembaga keuangan syari’ah, hlm. 141. 

15
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Dalam Lampiran, Perubahan atas 

Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-undang Republik Indonesia 
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Manajemen pembiayaan merupakan suatu cara usaha mengatur dan 

melakukan proses pembiayaan untuk mencapai tujuan pembiayaan yaitu 

keamanan, kelancaran dan menghasilkan. Usaha mengatur dan melakukan proses 

pembiayaan ini adalah dengan melakukan analisis kelayakan usaha dan analisis 

pembiayaan. Analisis kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, 

aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial 

ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha belum tentu layak 

dibiayai, karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisis 

kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor character, capital, capacity, 

condition of economic dan colateral atau dikenal dengan istilah 5C. Selain itu 

lembaga keuangan syariah juga memperhatikan kondisi amanah, kejujuran dan 

kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan. Penerapan 

5C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota.
16

 

Pada dasarnya pemberian pinjaman modal usaha atau pembiayaan bersifat 

sementara dan sebagai rangsangan untuk mendorong kemajuan produksi pasar 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi usaha-usaha menengah kebawah, 

dengan meningkatkan pendapatannya maka kesejahteraan dan keadilan dalam 

masyarakat dapat terwujud.Dengan demikian keberadaan BMT diharapkan 

mempunyai efek yang sangat kuat terhadap ekonomi lemah untuk mengurangi 

                                                                                                                                      
No. 10 tahun 1998), EdisiVI, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2005), hlm. 397. 

16
Ismi Solehatul Adawiyah, “Analisis Prinsip Kehati-Hatian (Prudential) Pada Koperasi 

Jasa Keuangan Syari‟ah Binama Semarang Dalam Mengendalikan  Risiko Pembiayaan,” Skripsi, 

Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013, 

hlm. 5-6. 
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ketergantungan pengusaha menengah kebawah dan pengusaha kecil dari lembaga-

lembaga informal yang memberikan pinjaman dengan bunga relatif tinggi. 

Dengan pemberian pembiayaan dari BMT sedapat mungkin bisa memandirikan 

para pengusaha kecil dan tentunya BMT harus peka sebelum memberikan 

pinjamankepada pengusaha-pengusaha kecil dengan menerapkan prosedur yang 

telah ditetapkan pihak BMTagar tidak terjadi kendala di kemudian hari. 

BMT dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam proses 

pemberian kredit kecil bukan tanpa mengelami masalah/kendala. Ada beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan permasalahan dalam pemberian kredit, faktor-

faktor tersebut datang baik dari sisi intern maupun dari ekstern. Kendala yang ada 

tersebut membuat pelaksanaan atau penerapan prinsip kehati-hatian di BMT 

menjadi tidak maksimal.  

Secara khusus Koperasi Serba Usaha (Selanjutnya disebut KSU) BMT 

Nurul Ummah Klaten merupakan salah satu koperasi syariah yang menerapkan 

prinsip syariah, selain menerapkan manajemen pembiayaan tetapi BMT ini juga 

mempertimbangkan pada hati nurani dan logika. Data laporan kolektibilitas 

pembiayaan di BMT Nurul Ummah menunjukkan bahwa pembiayaan mengalami 

permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya mitra yang terlambat 

membayar pembiayaan sampai tanggal jatuh tempo.
17

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) yang berjudul“Penerapan Prinsip 

                                                 
17

Wawancara dengan Bapak H Miswanto, Pengurus BMT Nurul Ummah, Paseban, Bayat, 

Klaten, pada tanggal 21 Januari 2016. 
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Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul 

Ummah Klaten”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di 

Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten?   

2. Apakah penerapan prinsip kehati-hatian di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul 

Ummah Klaten sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor  

21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan 

Pinjam  Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan 

dan kegunaan dari penelitian yang akan dicapai, sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diterapkan di 

Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten. 

b. Untuk mengetahui apakah penerapan prinsip kehati-hatian di Koperasi 

Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten sudah berjalan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah  
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Republik Indonesia Nomor  21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman 

Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam  Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum 

khususnya dalam hukum perbankan mengenai kajian penerapan prinsip 

kehati-hatian pada perbankan syariah. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak, yang mana masyarakat pada 

umumnya dan khususnya bagi penyusun sendiri dan para pelaku 

perbankan di Indonesia. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum ditemukan 

hasil penelitian yang membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam 

pembiayaan di koperasi serba usaha BMTNurul Ummah Klaten. Namun demikian 

penyusun akan memaparkan berbagai hasil penelitian para sarjana khususnya 

dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. 

Skripsi yang disusun oleh Wahyu Novianto Eka Purnama yang berjudul  

Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank 
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BPD DIY Cabang Senopati,
18

 menjelaskan tentang penerapan prinsip kehati-

hatian dalam pemberian kredit di Bank BPD DIY cabang Senopati yang dianalisis 

dengan pendekatan yuridis dan empiris yang didasarkan pada prinsip hukum 

positif. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama-

sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, 

kemudian perbedaannya adalah objek dan tempat penelitian yang dilakukan 

penyusun di BMT Nurul Ummah Klaten sedangkan skripsi yang dibahas oleh 

Wahyu Novianto Eka Purnama untuk objek dan tempat penelitiannya di Bank 

BPD DIY cabang Senopati. 

Skripsi yang disusun oleh Meylla Qurrata Ainy yang berjudul Penerapan 

Prinsip Kehati-Hatian (Prosedural Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di 

BMT Bina Ummah Yogyakarta,
19

menjelaskan tentang bagaimana penerapan 

prinsip kehati-hatian di BMT BINA UMMAH Yogyakarta dengan berdasarkan 

maqosid asy syari’ah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian 

dalam dunia perbankan. kemudian perbedaannya adalah objek dan tempat 

penelitian yang dilakukan penyusun yaitu di BMT Nurul Ummah Klaten, 

kemudian dalam pembahasan penyusun lebih condong menggunakan sumber 

                                                 
18

Wahyu Novianto Eka Purnama, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka 

Pemberian Kredit Pada bank BPD DIY Cabang Senopati”, Skripsi, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 1-92. 

19
Meylla Qurrata Ainy yang berjudul, “ Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prosedural 

Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT BINA UMMAH Yogyakarta” Skripsi, 

Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 1-

95. 
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hukum positif, sedangkan skripsi yang dibahas oleh Meylla Qurrata Ainy untuk 

objek dan tempatnya di BMT BINA UMMAH Yogyakarta kemudian sumber 

hukum yang digunakan dalam pembahasannya adalah berdasarkan Maqosid asy 

syari’ah. 

Skripsi yang disusun oleh Dwi Santi Wulandari yang berjudul Prinsip 

Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank (Study Pada Bank Central Asia 

Cabang Cilegon)
20

, menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang 

diaplikasikan dalam perjanjian pembiayaan oleh Bank BCA cabang Cilegon 

Propinsi Banten dan  tanggung jawab Bank BCA cabang Cilegon Propinsi Banten 

dengan pihak mitra dalam perjanjian pembiayaan tertuang dalam pasal hak dan 

kewajiban bank. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun 

adalah sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian, sedangkan 

perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh penyusununtuk tempat 

penelitian di BMT Nurul Ummah Cabang Klaten, sedangkan untuk penelitian 

yang dilakukan oleh Dwi Susanti W yaitu pada Bank Central Asia Cilegon, dan 

untuk aspek penelitian juga berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun yaitu pelaksanaan pada tahap pembiayaan sedangkan untuk penelitian 

dari Dwi Susanti W yaitu pada perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan. 

Skripsi yang disusun oleh Andhi Rahman Indra R yang berjudul 

Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai 

                                                 
20

Dwi Susanti.W, “Prinsip Kehati-hatian dalam perjanjian kredit (Study pada bank Central 

Asia Cilegon)”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponogoro, Semarang, 2009. 
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Mandiri (ATM)
21

, menjelaskan tentang penerapan prinsip kehatian-hatian 

(procedural banking principle) dalam pengelolaan kartu ATM. Persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang 

penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, sedangkan perbedaannya 

adalah pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu lebih condong pada 

penerapan prinsip kehatian-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten guna pemberian 

pembiayaan dan untuk penelitian yang di lakukan oleh Andhi Rahman Indra R 

penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem operasional ATM. 

E. Kerangka Teoretik 

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan penyusun dalam melakukan 

penelitian ini, diantaranya ialah sebagi berikut: 

1. Koperasi 

Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 

Tentang Perkoperasian termuat pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1, yaitu: 

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 

koperasi.
22

 

 

Secara garis etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris 

yaitu cooperation  merupakan gabungan dua kata co dan operation, dan dalam 

                                                 
21

Andhi Rahman Indra R, “pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kartu 

anjungan tunai mandiri (ATM),” Skripsi , Fakultas Hukum Universitas gadjah Mada Yogyakarta, 

2010. 

22
Pasal 1Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. 
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bahasa Belanda disebut cooperatie, yang artinya adalah kerja sama dan di 

dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.
23

Kata co-operation 

kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan 

menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang 

berarti organisasi ekonomi keanggotaan yang sifatnya sukarela.
24

 Dengan arti 

seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama 

sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi, tetapi yang dimaksud dengan 

koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara 

bersama-sama dalam arti yang sanggat umum tersebut, namun yang dimaksud 

dengan koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh 

orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, 

berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.
25

 

Selanjutnya untuk mengenal lebih jauh terkait pengertian koperasi yang 

dapat dijadikan sebagai pegangan yaitu sebagai berikut
26

:  

a. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela 

keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang 

semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi yang didahulukan 

keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954) 

                                                 
23

Andjar Pacta W, Hukum Koperasi Indonesia, ( Jakarta : Kencana, 2005), hlm 15. 

24
Ismi Solehatul Adawiyah, Analisis Prinsip Kehati-Hatian (Prudential),Ibid., hlm.17.  

25
Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2013), hlm 21. 

26
Ibid.,hlm. 22 . 
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b. Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki 

kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi 

perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan 

sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia 

menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang 

mereka lakukan. 

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

koperasi setidaknya terdapat 2 unsur yang saling berkaitan satu sama lain, 

unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur 

sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan koperasi berusaha memperjuangkan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan 

sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan 

bukanlah tujuan utama koperasi, yang lebih diutamakan dalam koperasi adalah 

peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.   

Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuan itu, pembentukan dan 

pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat 

pembentukannya, koperasi harus dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan 

kemauan bersama dari para pendirinya. Kemudian pada saat pengelolaannya 

tiap-tiap anggota koperasi harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan 

usaha dan mengawasi jalannya kegiatan koperasi.
27

 

                                                 
27

Ibid. 
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Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan 

bahwa: 

Fungsi dan peran koperasi adalah
28

: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosialnya; 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat; 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kakuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 

sokogurunya; 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

 

Pandangan mengenai peran koperasi dalam masyarakat setidaknya dapat 

dikelompokan kedalam tiga aliran. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh 

Casselman, aliran yang pertama ialah aliran yardstick, aliran yang kedua ialah 

aliran sosialis, dan aliran yang terakhir ialah aliran persemakmuran. Dan ketiga 

aliran tersebut berpendapat sebagai berikut
29

 : 

a. Menurut pandangan aliran yang pertama peran koperasi hanyalah sebagai 

tolak ukur, dalam arti sebagai penyeimbang atau sebagai penetralisir, 

terhadap keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh system perekonomian 

kapitalis; 

                                                 
28

Pasal 4Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. 

29
Ibid. hlm 50. 
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b. Menurut pandangan aliran yang kedua peran koperasi tersebut dalam 

masyarakat kapitalis harus lebih dari hanya sekedar sebagai tolak ukur atau 

sebagai penyeimbang; 

c. Menurut pandangan yang terakhir atau yang ketiga ialah peran koperasi 

sebagai aliran yang mengambil jalan tengahnya. 

Di satu pihak, sebagai aliran yang pertama, aliran ini tidak memandang 

sistem perekonomian kapitalis sebagai suatu sistem perekonomian yang harus 

dihancurkan. Tetapi dipihak yang lain sebagai aliran yang kedua, aliran ini juga 

sepakat bahwa sistem perekonomian kapitalis yang perlu dikoreksi. Hanya saja 

koreksi yang ditawarkan oleh aliran persemakmuran tidaklah seradikal yang 

diinginkan oleh aliran sosialis. 

2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

BMT merupakan salah satu bentuk koperasi, yang termuat dalam undang- 

undang perbankan pada pasal 21 poin 2(b). Penggunaan istilah BMT diambil 

dari kata-kata Baitul Mal Wa Tamwil atau biasa ditulis Baitul Maal Wa Baitul 

Tamwil, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi Baitul Maal Wa 

Tamwil yang disingkat menjadi BMT. Secara harfiah baitul maal berarti rumah 

dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan 

berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad 

pertengahan perkembangan Islam, dimana baitul maal berfungsi untuk 

mengumpulkan sekaligus mentasyarufkandana sosial. Sedangkan baitul tamwil 

merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba dengan mengembangkan usaha-



19 

 

 

 

 

 

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi 

masyarakat terutama masyarakat dengan usaha skala kecil.
30

.  

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh 

bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran 

sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis 

BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal 

memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh 

karenanya baitul maal harus didorong agar mampu berperan secara profesional 

menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya 

pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial 

yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak 

sesuai dengan ketentuan asnabiah yang mana sesuai dengan Undang-undang  

Nomor 38 Tahun 1999. Dengan melihat tujuan dari BMT tersebut sehingga 

dapat diketahui bahwa sistem ekonomi syariah memiliki nilai positif yang 

dapat diterima masyarakat pada umumnya, hal ini dapat dibuktikan dengan 

berkembangnya perekonomian masyarakat dan dapat membuktikan kebenaran 

hukum ekonomi syariah dibandingkan dengan hukum ekonomi kapitalis 

ataupun ekonomi komunis. 

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada 

sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan 

yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta 

                                                 
30

Wawancara dengan Ibu Dewi, Acounting BMT Nurul Ummah, Paseban, Bayat, Klaten, 

pada tanggal 24 Februari 2016. 
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menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. 

Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan 

bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang 

dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Pada dataran hukum di Indonesia, 

badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi baik serba 

usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat 

mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT 

tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan 

Mikro) Syariah.
31

 

BMT merupakan salah satu dari beberapa koperasi yang ada di Indonesia 

yang mana juga bergelut dalam bidang perekonomian dengan mengusung 

sistem syariah dengan bertujuan memajukan ekonomi lemah yang ada di 

masyarakat. BMT ini aktivitas usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan 

dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sisitem mudhārabah (bagi 

hasil) atau murabahah (jual beli) yang dijamin sah menurut syariah dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik 

Indonesia, dan transaksi yang diterapkan dalam aktivitas BMT tidak 

mengandung unsur  riba yang dilarang menurut syariah.
32

 

Koperasi syariah yaitu BMT didalamnya, menegakan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam, sebagai berikut: 

                                                 
31

Muhammad Ridwan, Managemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press 

Yogyakarta ( Anggota IKAPI ), 2004), hlm 126-127. 

32
Partomo, dkk.. Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koprasi. (Bogor: Galia Indonesia, 

2004), hlm.13. 
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a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh 

siapapun secara mutlak; 

b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan 

syariah; 

c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi; 

d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan 

pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau seelompok 

orang saja.  

Menurut  Muhammad  Ridwan, BMT  berlandaskan Pancasila dan UUD 

1945 serta berdasarkan Prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, 

kekeluargaan atau koperasi,kebersamaan kemandirian dan profesionalisme.
33

 

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. 

Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-

prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh 

dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk 

mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan 

tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk 

mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti 

BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan 

                                                 
33

 Muhammd Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).Cet. 

I, (Yogyakarta : Citra Media, 2006),hlm.6.  
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pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota 

dan masyarakat, untuk itulah pada pengelolaannya harus profesional.
34

 

Sedangkan, dasar hukum koperasi sendiri yaitu untuk prinsip koperasi 

berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 

yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi (SMK). 

Dalam hal ini BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), 

sehingga BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia 

adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya 

dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah 

atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya, selain itu 

koperasi BMT (KJKS) juga harus tunduk sebagaimana koperasi yang 

beroperasi di Indonesia dengan dasar yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian.
35

 

Selanjutnya, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

berpedoman pada prinsip-prinsip muamalah Islam.
36

 

                                                 
34

Muhammad Ridwan, Managemen Baitul maal Wa Tamwil, Ibid., hlm. 129-130. 

35
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 

36
Undang-Undang Nomer 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, hlm 2. 
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Baitul Maal wa Tamwil memiliki perbedaan yang jelas dengan Koperasi 

Konvensional, yaitu
37

: 

a. Bitul Maal wa Tamwil (BMT) : 

1) Sistemnya margin tiap bulannya tidak berubah; 

2) Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan 

kebersamaan; 

3) Terjadi kesepakatan dengan anggota dalam tiap bulan angsuran 

(disesuaikan dengan tingkat kemampuannya); 

4) Aktiva : kewajiban + modal+ hutang ( hutang yang mengikat ). 

b. Koperasi Konvensional : 

1) Berdasarkan bunga, dikarenakan bank konvensional menerapkan bunga 

sudah lama sehingga masyarakat sudah banyak yang kenal dengan 

metode tersebut; 

2) Bunga bisa berubah pada tiap bulannya; 

3) Bank kovensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produknya 

dengan metode yang sudah teruji dan berpengalaman; 

4) Bunga dihitung sampai perjanjian selesai; 

5) Aktiva: kewajiban + modal. 

Pada dasarnya lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan 

mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah 

dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang 

                                                 
37

Wawancara dengan Ibu Dewi, Acounting BMT Nurul Ummah, Paseban, Bayat, Klaten, 

tanggal 24 Februari 2015. 
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terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum 

Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa 

dibidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah 

dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan 

keuniversalan (Rahmatan lil ‘alamin).
38

 

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana 

bagi masyarakat modern untuk membawa mereka ke dalam pelaksanaan ajaran 

Islam. Dibawah ini merupakan prinsip operasional lembaga keuangan syariah, 

yaitu 
39

: 

a. Prinsip ta’awun (tolong-menolong) 

Prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui 

mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan  anjuran 

Al- Qur‟an, bahwa:  

  

Artinya: 

“Dan Tolong Menolonglah Kamu Dalam Berbuat Kebijakan Dan 

Takwa Serta Janganlah Tolong Menolong Dalam Berbuat Keji Dan 

Permusuhan”(QS.5:2). 

 

b. Prinsip tijaroh (bisnis) 

Prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga 

keungan syariah harus di kelola secara profesional, sehingga dapat 

                                                 
38

Andri Somitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 71. 

39
Muhammad Ridwan, Managemen Baitul Maal Wa Tamwil, Ibid., hlm. 115. 



25 

 

 

 

 

 

mencapai prinsip efektif dan efisien. Lembaga ini harus bertambah dan 

berkembang. 

c. Prinsip menghindari iktinas ( penimbunan uang ) 

Menahan uang agar tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat 

kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat 

menimbulkan berhentinya perekonomian. 

d. Prinsip pelarangan riba 

Menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnis dari unsur ribawi 

dengan meningkatkannya melalui mekanisme kerja sama (mudharabah) dan 

jual beli (al-buyu‟) hal ini di tegaskan oleh Allah dalam Al-Qur‟an bahwa: 

               

                  

               

         

Artinya : 

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya" (QS.2:275). 
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e. Prinsip Pembayaran Zakat 

Di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi 

sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari 

dalam maupun dari luar.Prinsip-prinsip  tersebut  merupakan  perilaku  

lembaga  BMT  yang menjiwai dalam mengaplikasikan akad-akadnya 

didalam praktek kehidupan  sehari-hari.  Hal ini telah  diuraikan  dengan  

jelas  oleh Muhammad Ridwan bahwa prinsip-prinsip BMT adalah sebagai 

berikut
40

 : 

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menerapkan atau 

mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah 

Islam ke dalam kehidupan nyata. 

2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai   spiritual dan moral menggunakanetika 

bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil danberakhlaq mulia.  

Keterpaduan antara zikir, fikir dan ukir yakniketerpaduan antara sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan. 

3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas 

kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus 

dan   semua   lininya   serta   anggota   dibangun   atas   dasar   rasa 

kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan 

                                                 
40

 Muhammd Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT), 

Ibid.,hlm. 87. 
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menanggung yang mana mencakup ta’aruf(saling mengenal), ta’awun 

(saling menolong), tasamuh (saling menghormati-menghargai), tausiah 

(saling menasehati-mengingatkan)dantakafuli (saling menanggung). 

4. Kebersamaan,  yakni  kesatuan  pola  pikir,  sikap  dan  cita-cita  antar 

semua  elemen  BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki 

satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan atau 

mencapai visi-misi tersebut  serta  bersama-sama anggota untuk 

memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. 

5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri 

berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan 

tetapi   senantiasa   proaktif   untuk   menggalang   dana   masyarakat 

sebanyak-banyaknya. 

6. Istiqomah, yaitu konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa 

pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap 

berikutnya dan berharap hanya kepada Allah SWT.  

3. Pembiayaan 

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah, pengertian pembiayaan termuat dalam Bab I Tentang Ketentuan 

Umum Pasal 1 ayat (25), yaitu: 

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa:   

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarahmuntahiyabittamlik;   



28 

 

 

 

 

 

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna’;   

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan   

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 

transaksi multijasa  

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah 

dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, 

atau bagi hasil.
41

 

 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

pembiayaan termuat dalam Pasal 1 ayat (12), yaitu:  

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan  uang  

atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan   pihak   lain   yang   mewajibkan   pihak   yang   dibiayai   

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
42

 

 

Kemudian, untuk tujuan pembiayaan yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi terhadap masyarakat guna memberdayakan usaha-usaha 

yang sedang dikembangkan melalui pertanian, industri, perdagangan, untuk 

menunjang dan meningkatkan hasil atau produksi barang dan jasa demi 

memenuhi kebutuhan luar negeri dan dalam negeri. 

Pembiayaan  merupakan  aktivitas  utama  BMT,  karena  berhubungan 

dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan  dalam  BMT  adalah  

menganut prinsip syariah. Pengertian dari  prinsip  syariah  adalah  aturan  

                                                 
41

Pasal 1 ayat (25)Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

42
Pasal 1 ayat (12)Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
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perjanjian  berdasarkan  hukum Islam antara pihak BMT atau pihak bank dan 

pihak lain yang berkaitan, untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang 

dinyatakan sesuai dengan syariah. 

4. Prinsip Kehati-hatian. 

Undang-undang perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa 

berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 

termasuk dalam memberikan pinjaman. Selain itu, Bank Indonesia sebagai 

otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian 

kredit oleh perbankan.
43

 Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) 

sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam 

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) 

dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. 

Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan 

perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Selanjutnya berdasarkan pasal 8 

Undang-undang perbankan, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan 

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari‟ah
44

. 
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Dwi Santi Wulandari, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjuan Kredit Bank (Studi Pada 

Bank Central Asia Cabang Cilegon), hlm. 19. 

44
Pasal 8 Undang-Undang no. 7 Tahun 1993 Tentang Perbankan, hlm. 133. 



30 

 

 

 

 

 

Secara khusus dalam perbankan syariah juga diatur terkait penerapan prinsip 

kehati-hatian yaitu termuat dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang 

Perkoperasian yaitu bahwa
45

: 

1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. 

2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib 

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam 

untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. 

 

Baitulmal wa tamwil (BMT) sebagai pemberi dana (shahibul 

maal/pemilik dana), dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan juga 

wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Perbankan Syariah, karena BMT adalah termasuk dalam kategori 

perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam segala kegiatan dan 

usahanya. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian BMT akan memperhatikan 

beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan 

calon peminjam (mudharib). Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu
46

:  

1. Character (watak ) 

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk 

memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi 

kewajibannya.  

 

 

                                                 
45

Pasal 93Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. 
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Agus Rasidi, Ar-Royyan,Mengenal "Baitul Maal Wa Tamwil" (BMT), (Yogyakarta : 

Kreasi Wacana,2008), hlm. 92. 
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2. Capacity( kemampuan ) 

Penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. 

Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu yang 

didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti 

karyawan, mesin, sarana produksi, cara usahanya, dan lain sebagainya. 

5. Capital ( modal ) 

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, 

diukur dengan posisi usaha/perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukan 

oleh resiko keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya. 

6. Colateral ( agunan ) 

Jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini untuk lebih 

meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, 

maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. 

7. Conditions of economic ( prospek usaha nasabah ) 

Pihak BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan 

secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang 

dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi 

eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya 

usaha calon peminjam dalam jangka panjang. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, di 

samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian tetapi juga 
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untuk mempermudah pengembangan data guna kelancaran dalam skripsi ini. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisis 

data, penyusun perinci sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke 

objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan 

penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten. 

Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari 

data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam 

penyusunan dan pembahasan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di BMT Nurul Ummah Klaten. 

BMT Nurul Ummah berlokasi di Jl. Bayat, Cawas, Klaten. Penyusun memilih 

lokasi tersebut di karenakan BMT tersebut merupakan salah satu BMT terbaik 

di Klaten dalam sistem operasional prosedur (SOP), seperti dikelola dengan 

cara sistemik, baik dalam layanan ataupun dalam pengambilan putusan. 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis secara 
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mendalam dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan perbankan. 

4. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu pendekatan suatu masalah yang 

diambil dari aturan perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai 

prinsip kehati-hatian dalam bidang keuangan. Sedangkan empiris yaitu 

penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lokasi 

penelitian terkait penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah 

Klaten. 

5. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari 

penelitian lapangan di BMT Nurul Ummah Klaten melalui observasi, 

wawancara serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh, dibuat dan merupakan 

pendukung sumber data primer, berupa  peraturan perundang-undangan 

tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. 
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c. Sumber Data Tersier 

Sumber data tersier adalah sumber dari data pendukung primer dan 

sekunder, berupa kamus, website ataupun lainnya yang akan menjadi 

pendukung dalam penelitian ini. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dimana penyusun melakukan wawancara terbuka. Metode wawancara 

terbuka adalah metode wawancara dengan cara mengajukan beberapa 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden, sehingga responden dapat 

memberikan keterangan dengan terbuka. Teknik pengumpulan data ini 

berfungsi untuk memperoleh data yang valid dari pihak-pihak yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu terkait dengan penerapan 

prinsip kehati-hatian di BMT Nurul Ummah Klaten. 

b. Dokumentasi 

Cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan 

mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-

berkas yang berkaitan dengan data tersebut.
47

 

c. Observasi 

Pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian.
48

 Dalam hal ini penyusun akan mengamati objek dari 

                                                 
47

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,(jakarta: Rineka cipta, 1993) 

hlm. 202. 
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penelitian ini yaitu terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian di BMT 

Nurul Ummah Klaten. 

7. Analisis Data 

Analisis data dalam penulisan ini yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 

statistik atau bentuk hitungan lainnya,
49

 melainkan analisis data yang ditujukan 

terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala 

yang berlaku.
50

 

G. Sistematika Pembahasan 

Guna memberikan gambaran terkait dengan arah dan tujuan yang akan 

dilakukan pada penelitian ini, maka sistematika pembahasan yang ada dalam 

penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai beberapa sub bab 

dan masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga 

membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                                                                                                      
48

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1993), hlm. 100. 

49
Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), hlm. 4.  

50
Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: 

Mandar maju 1995), hlm. 99. 
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Bab kedua, menjelaskan ketentuan tentang tinjauan umum prinsip kehati-

hatian yang meliputi, pengertian Koperasi Kredit Islam atau Baitul Maal Wat 

Tamwil (BMT), pengertian prinsip kehati-hatian, peraturan yang mengatur tentang 

penerapan prinsip kehati-hatian, dan pengertian pemberian pembiayaan. 

Bab ketiga, memaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu 

BMT Nurul Ummah Klaten yang terdiri dari sejarah terbentuknya, visi dan misi, 

profil umum serta kedudukan, tugas dan fungsi, dan pelaksanaan prinsip kehati-

hatian. 

Bab keempat, analisis. Dimana data-data yang diperoleh akan dianalisis 

untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Nurul 

Ummah Klaten, dan menganalisis apakah penerapan prinsip kehati-hatian sudah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan  Usaha Kecil Dan 

Menengah  Republik Indonesia Nomor  21/Per/M.KUKM/XI/2008  Tentang 

Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam  Dan Unit Simpan Pinjam 

Koperasi. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran 

atau rekomendasi bagi semua pihak yang terkait.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penyusun berdasarkan teori dan data 

di lapangan, terkait dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan 

Di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Cabang Klaten, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan di KSU BMT 

Nurul Ummah Klaten mencakup pada penilaian kelayakan pembiayaan yaitu 

dinilai dari character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), 

collateral (agunan/jaminan), conditions of economic (prospek usaha nasabah) 

atau yang biasa dikenal dengan unsur 5C, kemudian setelah pemberian 

pembiayaan diberikan oleh BMT kepada mitra maka dari pihak BMT tetap 

melakukan monitoring untuk meminimalisir resiko, dan apabila sudah terjadi 

kredit macet atau nasabah sudah mulai mengalami kesulitan dalam pembayaran 

angsuran maka pihak BMT akan segera berkunjung ke kediaman mitra untuk 

dilakukan musyawarah guna mengurangi kerugian yang dapat terjadi.  

2. KSU BMT Nurul Ummah Klaten sudah menerapkan prinsip kehati-hatian 

dalam kegiatan pembiayaan, kebijakan BMT Nurul Ummah Klaten mengenai 

prinsip kehati-hatian (prudent banking principle), sebagai salah satu asas atau 

prinsip dasar, khususnya dalam bidang pembiayaan, dikeluarkan sebagai 

pelaksanaan daripada Peraturan  Menteri Negara Koperasi Dan  Usaha Kecil 
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Dan Menengah  Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 

Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam  Dan Unit Simpan 

Pinjam Koperasi. kebijakan BMT tersebut tertuang dalam bentuk Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan. Kemudian, selain berdasarkan pada 

aturan hukum, dalam pemberian pembiayaan BMT tetap mempertimbangkan 

pada hati nurani untuk membantu masyarakat baik itu untuk tujuan produktif 

maupun konsumtif walaupun dari pihak BMT sudah mengetahui konsekuensi 

dari diberikannya keringanan dengan tujuan membantu masyarakat tersebut. 

Dalam meminimalisir resiko BMT pada dasarnya juga sudah menerapkan 

kebijakan yang mana dalam setiap kebijakan tidak merugikan baik bagi pihak 

BMT maupun nasabah yang sudah mempercayakan dananya pada BMT Nurul 

Ummah Klaten namun menurut penyusun penerapan prinsip kehati-hatian 

belum berjalan secara efektif karena masih terjadi kredit macet.  

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan, ada beberapa hal yang 

dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja khususnya 

pihak BMT Nurul Ummah Klaten dan masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai 

berikut: 

1. KSU BMT Nurul Ummah Klaten 

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan KSU BMT Nurul Ummah perlu 

menerapakan prinsip kehati-hatian secara maksimal, namun tetap tidak 

mengenyampingkan pada hati nurani untuk membantu masyarakat yang mana 



91 
 

dengan ketentuan calon nasabah/nasabah tersebut dapat dipercaya dalam kegiatan 

pembiayaan dan sudah dilakukan analisa dengan asas 5C yang sesuai dengan 

aturan yang berlaku.   

2. Masyarakat 

Dalam pengajuan pembiayaan, masyarakat diharapkan mampu bekerja sama 

dengan baik. Karena untuk mencapai sistem hukum yang efektif maka pelaksana 

hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang mana disini adalah masyarakat 

perlu berjalan secara beriringan sehingga dengan begitu tujuan dari pelaksaan 

pembiayaan dapat tercapai.  
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